
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak 

dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum 

terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, 

secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya 

transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang 

yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang 

dijanjikan. 

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang 

berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , 

dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut: 

1. Hak dalam memilih barang 

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan 

digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang 

bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau 

dikonsumsi pada nantinya. 

2. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi 

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas 

kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila 



tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan 

sebuah tuntutan terhadap produsen. 

3. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai 

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan 

kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat 

layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, 

konsumen berhak menuntut hak tersebut.  

4. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti 

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi 

terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi 

informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau 

kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada 

konsumen.  

5. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi 

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk 

pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh 

menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. 

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para 

konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga 

harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas 

perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 



1. Asas Manfaat  

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang 

diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada 

salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. 

2. Asas Keadilan 

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak 

dan kewajiban secara seimbang atau merata.  

3. Asas Keseimbangan 

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen 

dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.  

4. Asas Keamanan dan Keselamatan  

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk 

yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu 

keselamatan jiwa dan harta bendanya. 

5. Asas Kepastian Hukum  

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam 

mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu 

pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. 

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala 

transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat 

tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama 

yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun 



kenyaman terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. 

Pelanggaran terhadap hak konsumen dapat dikenai sanksi administrative maupun sanksi 

pidana.  

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin mencoba menyajikan suatu laporan 

yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dengan judul “PENJATUHAN 

PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK 

SESUAI STANDAR (Studi Kasus Perkara Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG)” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang 

yang tidak sesuai standar pada Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar pada Putusan Nomor 

607/Pid.Sus/2019/PN.PDG? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan 

barang yang tidak sesuai standar pada Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar pada Putusan Nomor 

607/Pid.Sus/2019/PN.PDG. 

D. Metode Penelitian 



1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif adalah metode penelitian hokum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau bahan sekunder belaka, penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder 

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat 

berupa pendapat para sarjana,yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.1  

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu meliputi:  

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP); 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

4) Putusan Nomor 607/Pid.Sus/PN.PDG 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yang terdiri dari semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah 

para sarjana, jurnal hukum, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa 

Inggris, dan kamus Hukum. 

                                                             
1 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68 



3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen 

adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti 

perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya2 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data 

primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum postif, 

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menetukan isi atau makna aturan 

hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi 

objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif3. 

 

                                                             
2Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 

hlm. 206 

3Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20 
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